
 

 

 

 
 

BUPATI  KEBUMEN 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR 30 TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 76     
TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL                  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KEBUMEN, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur 

Perangkat Daerah, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 tentang 
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kebumen;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 2015 
tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 
 

  SALINAN 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dangan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi 
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah         

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 
Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin 

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3424);  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi 
Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 

tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 
 
 

 



 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12   

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 76 TAHUN 
2015 TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KEBUMEN. 
 

 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 76 Tahun 

2015 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 
Nomor 76) diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan angka 6 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan umum 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 

 

 
 



 

 

4. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.  
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah Bupati Kebumen. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD 
adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen. 
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode 

Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan 

dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan 
hidup sehari-hari. 

8. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 

Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada 
Pemerintah Kabupaten Kebumen yang bertugas melakukan 

penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Kebumen.  

9. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk 
ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-
butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.  

 
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut : 
 

Pasal 10 

 
(1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen dibentuk Majelis Kode Etik. 
(2) Pembentukan  Majelis  Kode  Etik  sebagaimana  dimaksud  

dalam  ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.  

(3) Keanggotaan Majelis Kode Etik PNS Pemerintah Kabupaten 
Kebumen terdiri atas: 
a. Ketua  

  
b. Wakil Ketua 

 
c. Sekretaris 

 

    
  

d. Anggota Tetap  
 
 

 
 

e. Anggota Tidak Tetap 

: 

 
: 

 
: 
 

 
 

: 
 
 

 
 
: 

Sekretaris Daerah (merangkap  

anggota);  
Inspektur Kabupaten Kebumen 

(merangkap anggota);   
Kepala Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan Urusan 

Penunjang bidang kepegawaian 
(merangkap anggota);  

Unsur Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan Urusan 
Penunjang bidang kepegawaian dan 

Unsur Inspektorat paling banyak 
masing-masing 2 (dua) orang;  
Kepala Organisasi Perangkat Daerah 

terkait. 
 

 
 
 

 



 

 

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 
berikut : 

 
Pasal 11 

 

Dalam melakukan penegakan kode etik PNS, Bupati dibantu oleh para 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kebumen dengan membentuk Majelis Kode Etik PNS di 
lingkungannya. 

 

Pasal II 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen. 
 

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 13 Juni 2017 
 

BUPATI KEBUMEN, 

 
ttd. 

 
MOHAMMAD YAHYA FUAD 

 

 
Diundangkan di Kebumen  

pada tanggal 13 Juni 2017 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
INSPEKTUR, 

 

ttd. 
 

MAHMUD FAUZI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 30 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 
 
 

 
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19720723 199803 1 006 

 

 
 



 

 

 


